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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya,
Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Kota Banda Aceh Tahun 2025 tidak terlepas
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tersusun dengan memedomani Peraturan
WaliKota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2023-2026. Secara Substansi, dokumen Rancangan Akhir Renja
DPMPTSP Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran,

serta rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan
dan dukungan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Tahun 2025. Semoga

Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Banda Aceh, 03 Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pembfna / NIP. 19840323 200212 1 002
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EXECUTIVE SUMMARY

Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
Indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Penyusunan berpedoman pada Rencana Strategis {Renstra) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota {RAPBK) Kota Banda Aceh yang akan dijabarkan pula dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Berdasarkan Renstra DPMPTSP terdapat 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas)
Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan yang direncanakan termuat dalam Renja
DPMPTSP Tahun 2025. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk mendukung
pencapaian target kinerja yakni jumlah nilai Investasi Kota Banda Aceh sebesar Rp. 630,06

Triliun, pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,76.

Rencana anggaran belanja DPMPTSP tahun 2025 dialokasikan anggarannya sebesar
Rp. 10.920.580.546,-, yang terbagi kedalam 6 program, yakni Program Penunjang Urusan
Pemerintahan, Program Pengembangan |klim Penanaman Modal, Program Promosi
Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal, Program Pelayanan
Penanaman Modal, dan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rancangan Akhir Renja Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP} disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang
didalamnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang Langkah-Langkah
dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya Rencana Kerja
Perangkat Daerah merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Oleh karena itu sebagi salah satu produk perencanaan daerah, Rencana Kerja
Perangkat Daerah strategi jangka menengah dengan perencanaan tahunan vyang

dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh seiaku
Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56
Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Dalam menyusun
Rencana Kerja harus memperhatikan kesesuaian capaian output antar kegiatan dalam satu
program maupun dengan prorgam lain, selain itu harus ada keselarasan program dengan

isu strategis daerah yang memuat dalam rancangan awal RKPD Kota Banda Aceh.



Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu tahun 2025 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang
sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026
dan Renstra DPMPTSP tahun 2023-2026 dan mempedomani Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan
intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang
dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja

Anggaran (RKA} DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025.
1.2, LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan
Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur

Pemerintah Kepada Masyarakat;

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
langka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Rl
Nomor KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tetang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi

dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;




20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

1.3.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda
Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Thaun 2016 nomor 2);
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan
Aceh Tahun 2023 - 2026;

Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 24 Tashun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banda Aceh;

Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai acuan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka mencapai VISI MISI Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 menyediakan informasi mengenai rencana kerja tahun

2025 serta sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program

Pembangunan urusan Penanaman Modal untuk kurun waktu satu tahun secara terencana,

terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan Rencana




Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (RPD) tahun 2023-2026 sebagai arah dan pedoman
untuk menjabarkan perencanaan pembangunan pada bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu di Kota Banda Aceh selama satu tahun anggaran yaitu tahun

2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sementara, tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda
Aceh Tahun 2025 adalah sebagai bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan OPD untuk
menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dimana tujuan dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Mengoptimalkan Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kondusif Melalui
Kebijakan Penanaman Modal“.

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh tahun 2025. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada capaian indikator

Kinerja Utama (IKU) yang targetnya telah ditetapkan didalam Renstra.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun
2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Adapun sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh
Tahun 2025 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :
Sistematika Penulisan :
BAB | Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB Il Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB Ill Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh

3.1 Teiahaan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh

4.1 Tabel Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

BAB V Penutup



BAB Il
HASIL EVALUAS] RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Renja
yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun
berjalan. Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun
anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi
oleh Bappeda ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, maka Kepala OPD
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan
bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja OPD dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra OPD, serta sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan daerah. Kemudian di fokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP
Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun
2023 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2023 Tanggal 28 Desember 2023 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023, Maka Anggaran Pendapatan dan Belanja
DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024 sebesar Rp. 8.271.545.275,- yang di bagi kedalam
2 {dua) pembelanjaan, yaitu:

1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.458.148.115,-
2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.813.397.160,-

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2024 dari Januari s/d Juni realisasi anggaran
sebesar Rp, 4.069.945.830,-. Untuk realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun

2024 dari Januari s/d Juni (Semester 1) adalah sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah.

Realisasi Fisik : 23.94% dan Realisasi Keuangan : 52.12% dengan rincian sebagai berikut

Realisasi )
No Kegiatan i A(r';gpg)aran Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
% Rp %
1. | Kegiatan Perencanaan, 7.396.800 0 - - 7.396.800
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2. | Kegiatan Administrasi 4.824.498.115 | 73.50 | 3.009.919.939 | 62.39 | 1.814.578.176
Keuangan Perangkat
Daerah
3. | Kegiatan Administrasi 102.683.800 | 29.50 | 46.119.891 | 4491 56.563.909
Umum Perangkat Daerah
4. | Kegiatan Pengadaan 1.000.000 0 - 1.000.000
Barang Milik Daerah
Penujang Urusan
Pemerintahan Daerah
5. | Kegiatan Penyediaan Jasa | 1.487.853.000 | 34.00 | 592.741.500 | 39.84 | 895.111.500
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
6. | Kegiatan Pemeliharaan 620.894.800 | 6.67 22.564,500 3.63 | 598.330.300
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2. Program Promosi Penanaman Modal.
Realisasi Fisik : 0% dan realisasi Keuangan : 0% , dengan rincian sebagai berikut :
Realisasi
Jth Anggaran
No Kegiatan Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
(Rp) % - %
1. | Kegiatan 35.225.000 o - - 35.225.000

Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Modal Yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota




3. Program Pengembangan lklim Penanaman Modal

Realisasi Fisik : 0 % dan realisasi Keuangan : 0 %, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi
Jih Anggaran
No Kegiatan (Rp) Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
Rp
% Rp %
1. | Kegiatan Penetapan 8.809.800 0 - 8.809.800
Pemberian
Fasilitasi/Insentif
Dibidang Penanaman
Modal Yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
Realisasi Fisik : 0 % dan realisasi Keuangan : 0 %, dengan rincian sebagai berikut :
Realisasi
JIh Anggaran
No Kegiatan (Rp) Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
Rp
% Rp %
1. | Kegiatan Pelayanan 50.369.960 0 - 50.365.960
Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu
Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal yang
menjadi kewenangan
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Realisasi Fisik : 0 % dan realisasi Keuangan : 0 %, dengan rincian sebagai berikut :
Realisasi
Hth Anggaran
No Kegiatan (Rp) Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
Rp
% Rp %
1. | Kegiatan Pengendalian 0 0 - - 0

Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota.




6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 36.00 % dan Realisasi Keuangan : 35.19 %, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi
Jlh Anggaran
No Kegiatan (Ro) Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp}
Rp
% Rp %
1. | Kegiatan Pengelolaan 1.132.814.000 | 36.00 | 398.600.000 | 35.19 | 734.214.000

Data dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan Yang
Terintegrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

1) Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan tahun 2024
adalah sebagai berikut;
Terdapat 10 {Sepuluh) kegiatan pada 6 (enam) program yang belum memenuhi
target Renja dan Renstra DPMPTSP, yaitu :
a. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
* Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah (0%)
+ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (73.50%)
¢ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (29.50%)
* Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah (0%)
¢ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(34.00%)
e Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (6.67%)}
b. Porgram Pengembangan lklim Penanaman Modal
e Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/insentif Dibidang Penanaman
Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
c¢. Program Promosi Penanaman Modal

e Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah (0 %)




2)

3)

4)

5)

6)

d. Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
e Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Mocdal yang menjadi kewenangan (0%)
e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
e Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota {0%)
f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
e Kegiatan Pengelohan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik (36.00 %)

Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
e Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Pereizinan

yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Daerah (100%)

Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapinya target pada beberapa program dikarenakan
capaian tahun berjalan belum selesai, dan terjadinya pengalihan anggaran pada

kegiatan yang lebih stategis.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian
program Renstra yang belum sesuai, peningkatan sarana dan prasarana serta SODM
untuk mendukung pelayanan secara digitalisas, tidak mampunya secara terus
menerus menggali potensi investasi daerah akibat keterbatasan sumber daya,

sehingga tidak menemukan potensi ungulan investasi.

Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor penyebab tersebut;
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Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan

kegiatan.
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evalusi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Banda Aceh

Varget dan Reatisssl Kiner)s Program, Keglatan dan Sub
Kagiatan Tahun 2023 {n-2)

Reatisas! Targmt Kinerjs

Targat Program,

Parkirasn Raalisasi Capalan Target Renstra
Parangkst Daerah /d Tahun 2024

Target Kinarja Capalan
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Note:

*Warna Pink adalah Sub Kegiatan pada Tahun 2024
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2.2,  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat
dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
telah tertuang dalam Renstra DPMPTSP, dalam Peraturan WaliKota Nomor 56 Tahun 2016
tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja DPMPTSP antara
lain:

1. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu. Satu pintu.

3. Menyusun peta potensi investasi Kota.

4. Menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun
2023 - 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan
sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh terdapat pada
RKP yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional” dengan
sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta
layanan publik berbasis elektronik”. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran
tersebut adalah dengan Optimalisasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah. Maka
dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun
2023 — 2026 vyang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda
Aceh untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
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Tabel 2.2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

{Kondisi Tahun 2024)

Optimainya Reformasi
. . Program
Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan nada Indeks Kepuasan  |Pelayanan %075 5195 104%
nimanan pa Masyarakat {IkM) {Penanaman ' |

Penanaman Modai dan Moda!
Pelayanan Tempadu Satu
Pintu dan Meningkatkan

. . |Jumiah Nilai Progam !
Pertumbuhan Ekonomi ) Pengendalian

. . [Investasi Beskala
yang Kondusif Mefalui Nsionl Pelaksanaan | Rp 602,670,386,678 Milyar| Rp 262,792,144,213 Milyar|  43.60%
Kebijakan Penanaman Penanaman
PMDN/PMA
Modal / Modal
Rata-Rata Persentase Realisasi 4%

Capaian jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA sampai pada Semester
pertama tahun 2024 mencapai Rp. 262.792.144.213 triliun dengan realisasi Penanaman
Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 125.659.971.606 triliun dan realisasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp. 137.132.172.607 triliun, dengan jumlah 832 Investor.
Capaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh hingga Tahun 2024 yang terkait
ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada semester | tahun 2024 dengan nilai iIndeks 93.95 atau
berada pada katagori A (Sangat Baik). Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan DPMPTSP
Kota Banda Aceh telah memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB vyaitu
Predikat A untuk unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup
pemerintah daerah Tahun 2022. Terkait dengan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah {AKIP) pada tahun 2022 mendapat nilai B, Nilai ini tentunya masih jauh dari
target yang ingin dicapai. Namun pada tahun 2023 capaian Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerintah {AKIP) mendapat nilai BB. Melalui capaian tersebut diharapkan dapat terus
meningkatkan kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Banda Aceh pada masa yang

akan datang.
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan, sasaran,
strategis dan arah kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan. Dalam
rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektornik melalui penerapan Aplikasi Online Single Submission {0SS). Penerapan
sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan
perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha
untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan 0SS selanjutnya
diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat
mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat
penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan
memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan
investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga
pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi
investasi khususnya di Kota Banda Aceh dan provinsi Aceh.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk
mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut
karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh
pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya. Adapun
beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam
penyelenggaraan perizinan antara lain:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP

di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi

pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan

pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanisme pelayanannya tidak
mewaijibkan prosesnya melalui DPMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah

teknis
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Mendorong  kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait
penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem 0SS, baik regulasi maupun

sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah;

Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan
daerah dalam mewujudkan kebijakan pelayanan perizinan baik berupa NSPK
ataupun rencana penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan

diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.

Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan
pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam
bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi

penanaman modal di daerah dapat dioptimalkan dengan baik.

Perlunya fasilitas pelaksanaan Alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani Perizinan dan Non
Perizinan terlatih, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Perizinan

dan Non Perizinan.
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BAB IlI
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas
penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 yang merupakan tema
pembangunan tahun 2019-2024, vaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut
dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-
2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan tahun
ketiga dari pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh 2023 - 2026. Mengacu kepada
Renstra ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh selama lima
tahun mendatang vyaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola
pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”, serta
“Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal” Sementara
itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023-
2026 yaitu:

1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman
Modal; dan

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman
Modal.

Adapun sasaran strategi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dituangkan dalam dokumen Renstra Tahun

2023-2026.
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Sasaran1l : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang kondusif melalui kebijakan

Penanaman Modal.

Maka Indikator sasaran DPMPTSP dalam mendukung rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan

2. Pertumbuhan Ekonomi.
3.3. Program dan Kegiatan,

Program merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah. Dalam
mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terrhadap rumusan Program dan
kegiatan dalam Renja DPMPTSP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 tidak
telepas dari memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan salah satu
sasaran yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui
kebijakan Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh yang sangat tinggi terjadi pada
tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh mengalami perlambatan dari

6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1,1

persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat

pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Banda

Aceh mengalami perlambatan kembali tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemic

Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Seluruh sektor mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara

drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Strategi peningkatan

perekonomian Kota Banda Aceh salah satunya dengan Program Pengembangan
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Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan program kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

b} Pencapaian SDG’s

Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG'’s)
adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan Internasional
dimasa mendatang, dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
dipromosikan sebagai tujuan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
SDG’s menggantikan MDG's (Tujuan Pembangunan Milenium) yang tidak laju
berlaku terhitung mulai akhir 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030.

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh dalam pencapaian SDG’s yaitu :

- Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan
melalui percepatan dan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha
yang terintegritas secara elektronik: Pembinaan, Pendampingan dan
Pengawasan bagi para pelaku usaha melalui kegiatan kunjungan lapangan.
Bimtek Implementasi pembinaan perizinan berusaha berbasis resiko dan
Bimtek Implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko serta
kegiatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

- Terjadinya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan
yang layak untuk semua. Ditendai dengan jumlah Investor PMDN/PMA tahun
2024 (kondisi Semester 1) sebanyak 1.997 investor. Dengan nilai realisasi
investasi sebanyak Rp. 262.792.144.213 triliun.

2. Uraian garis besar menengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda
Aceh memiliki tupoksi didalam pencapaian kinerja di bidang Penanaman Modal dan
perizinan, program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
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1.3. Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.
1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.
1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuitasi SKPD
1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.
1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan lasa Pelayanan Umum Kantor
1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan lklim Penanaman Modal.
2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanamanm
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian
Fasilitas/insentif dan Kemudahan.
2.2, Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
2.2.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Kabupaten/Kota.
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3. Program Promosi Penanaman Modal.
3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
1.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.
1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system
perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.
1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3.4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3.4.1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha
dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
3.4.2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
3.4.3. Pengawasan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kegiatan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025 banyak
dilaksanakan di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk
kegiatan Pengendalian Pelaksanzan Penanaman Modal dilaksanakan dibeberapa
tempat di Kota Banda Aceh. Total Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025
adalh 6 program, 13 kegiatan, dan 30 sub kegiatan, Dengan rencana total jumlah pagu

indikatif 2025 mencapai Rp. 10.920.580.546.
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Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Derah tahun 2025

Tabel 3.1

(1) {2) (3) 14 {5] {10) 1t} i8) {9} {20
Urusan Pamerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan Dasar
2 [18 DPMVIPTSP Rp 10,5920,580,546 Rp 16,920,580,546
2 [18 Joz |Program Penunjang tinysan Pemarintahan P * hao kebutuhan penunjang |
. Bands Acah,
Daerah Kabupaten/Kota parangiat daerah aiterahman, 100 % Ao 9,284,836, 576 PAD 100 " w 0,204,836, 575
Kampung Baro
2 |12 |t1 |20 Keglatan Perencanaan, Penganggaran, dan P dol perer
R N — Kota Bands Aceh,
Evaluasl Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan OPD yang ] Batturrahmen, 100 % Rp 7,356,500 PAD 100 % Rp 2,396,800
Kampung Baro
2 (18 (01 [2.01 D001 |Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen lumlah dokumen perencanaan yang disusun Kota Banda Aceh,
Perencanaan Perangkat Daerah Baiturra hman, 5 Dokumen | Rp 7,396, PAD 9 Dokumen | Rp 7,396,800
Kampung Baro
Yy Adrln N o L P ™ Hry T
2 18 01 [2.02 ety Keuangan f gl P pew ] keuangan Kota Bands Aceh,
e Batturrshman, 100 % Rp 5,705,562,145 | DAU-PAD 100 % Rp 5,705,562,145
Kampung Bara
2 (18 |01 |2.02 |00C1 |Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan [Jumlahorang yang menesma gaji dan Kota Banda Aceh,
i Orang/
ASN tunjangan ASN Balturrahman, 32 Rp 4,888,302, 145 AL 32 Orang/Bulan | Rp 4,888,302,145
Kampung Bara Butan
2 (18 |01 ]2.02 |0002 |Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Jumlah dokumen hasil penyediaan Kata Banda Aceh
Pelaksanaan Tugas ASN administrasi pelaksanaan tugas ASN Baiturrahman, 12 | Dokumen | Rp 817,260,000 | DAU-PAD 12 Dokumen | Rp £17.260,000
Kampung 8aro
1|18 |01 (2.05 Kegi Admini i Kepegawaian Perangkat |P P han Adn i Kots Bands Aceh,
Dacrah Kapegawaian Parangkat Daarah Baiturrahean, 100 % Rp 56,200,000 PAD 100 % Rp 56,200,000
Kumpung Baro
2 |18 {01 [2.05 (0002 |SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas besertalJumlah paket Pakaian dinas beserta atribut Kola Banda Aceh,
Atribut Kelengkapannyz kelengkapan Balturrahman, 56 Paket Rp 56,200,000 PAD 50 Paket Rp 56, 200,000
Kampung Bare
2 |18 (01 |2.06 Kaghatan Administrasi Umum Perangkat Persertase pemenuhan kebutuhan penunjang
Kota Banda Aceh,
Daerzh administrasi umum Batturrabman, | 100 % |me 15343535 |  PAD 100 % Ap 153,443,535
Kampunyg Barc
Z {18 [0F [2.06 |0001 |Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi |Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Kota Banda Aceh,
Listrik/Penerangsn Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Raiturcahman, 12 Paket Rp 3,542,000 PAD 12 Paket Rp 3,542,000
Kampung Baro
2 (18 (01 |2.06 [0004 {Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Jurniah paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Banda Aceh,
Kantar disediakan Baiturrahman, 7 Paket | Rp 5,295,000 PAD 7 Paket Rp 5,295,000
Kampung Saro
2 |18 |01 [2.06 [0005 [Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan [Jumiah paket Barang Cetakan dan Kota Banda Aceh,
Penggandasn Penggandaan yang disedizkan Baiturrahman, 12 Paket Rp 19,606,535 PAD 12 Paket Rp 19,606,535
Kampung Baro
2 [18 [01 |2.06 [0009 [Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi| kot panda aceh,
Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah yang dilaksanakan Balturrahman, ¢ Laporan | Rp 125,000,000 PAD 10 Lzporan Rp 125,000,000
Kampung Bare
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Maodal Keweananpan Kabupaten/Kota

Modat Kab/Kata

1R |01 |2.07 F o w Milik h Parsantsss pamenuhan kebutuhsn Bareng
Panunjang Urusan Pemartntah Daersh Wik Dancah Penunjang Urusan Pemearintah Wk Barscin Acsh,
Dearah Sanuratenin, 00 » fp 1,192,313,000 PAD 100 % Rp 1,192,313,000
Kampung Baro
8 |01 1.07 (0002 {Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau [Jumiah umit kendaraan dinas oprasional atau Keita Banda Acuh,
Lapangan lapangan yang disediakan Balturrahman, 1 Unit Rp 650,000, 000 PAD 1 unit Rp 650,000,000
Kampung Baro e
18 |0t |2.07 [0006 [Sub Kegiatan Pengadaan Paralatan dan Mesin Iumiah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang | Knia gands Aceh,
Lainnya disediakan Raiturrahman, 50 Unit Rp 542,313,000 PAD 50 unit Rp 542,313,000
Kampung Bara
iE |oa 207 0010 [Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana |Jumiah unit Sararia dan Prasarana Gedung Kute Banda Aceh,
i Bailurrahman,
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Kampong 8860 1 Unit Rp - PAD 1 Unit Rp
1% (D1 |2.08 Kagiatan Panyedisasn Jasa Penunjang Ursan 112 pan shan Panysd 1asa
Pamarintah Dasrsh w Pamaerintshan Dasrah Ketn Barda
Bakursbman, 100 L] Rp 1,577,741,081 PAD 100 % Ra 1,577,741,08)
Kampung Baro
8 |01 2.08 |0002 [Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kemunikasi, Jumitah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, kot Banda Aceh
Sumber Daya Alr dan Listrik sumber Daya Alr & Listrik yang disediakan Baclurrahman, ' 1z Laporan Rp 1, 364,150,000 PAD 12 Laporan Rp 1,364,150,000
Kampung Bara " : B
1a |01 [2.08 loood4 |sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumiah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kuts Banda Acah,
Umum Kantor Umum Kantor yang disediakan Baiturrahman, 12 Laporan Rip 213,591,061 PAD 12 Laporan Rp 213,591,061
Kampung 8are
18 |01 |2.09 Kagiatan Pameliharasn Bareng MiHk Daarsh Parsentass pamanuhan kebutuhen
Panunjeng Uruean Pemarintah Casrah Pamallhsrsan Barang MUik Deersh Panunjang Keta Barwie Acak,
Urusan Pemarintshan Oserah Batumahman, 00 * Rp 592,180,238 PAD 100 % L] S0, 180,235
Kaoviprang Baro
118 |01 2.09 |0002 |Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeltharaan, |Jumiah kendaraan dinas oprasional atau Kota Banda Acgh,
Biaya Pemellharaan , Pajak dan Penzinan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajek Haiturrahman, 7 Unit Rp 209,886,000 PAD 7 Unit Rp 209,886,000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan __ |dan perizinannya Kampung bara T
18 |01 2.09 |0006 |Sub Kegiatan Pemeliharaan Paralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lalnnya yang Kota Handa Aceh,
Mesin Lainnya dipelihara Balturrabiman, 59 Uit Rp 157,294,335 PAD 59 Unit Rp 157,294,335
Kampung Baro
18 |01 |2.09 J0010 |Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Koia Bande Aceh,
Buiturrahman, .
Sarana dan Prassrana Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang nm‘;’::. are z Undt Rp 225,000,000 PAD 2 unit Rp 225,000,000
Bangunan Lainnya dipelihars/direhabititasi
18 |02 Program Pengn lim P L b Hdim P :
. Modsl | Keots Bunsie Aceh 100 % 5,002, 710 PAD 00 % Rp 408,802, 10
18 (02 j2.01 gl F 1an Jumiah Penstapan Famberian
Fasilitas/Insemif Dibldang ¥ Modal |Fasiiitas Arsentif O P Modal | KotaBande Acsh | 100 % Rp 18,273,310 PAD 100 % Rp 118,273,110
yang Menjsdi Kewanangan Deerah
18 o2 2.01 |coo1l |Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Jurmiah Peraturan Daersh/Provins: dalam
Mengenal Pembarian Fasilitas/Insantif dan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Kota Banda Acch 1 Dokumen | Rp 204, 205,000 PAD 1 Dokumen Rp 204, 205,000
Kemudahan Penanaman Modal Penanaman Modal T
18 |0z [2.01 [0003 [Fasittasi Kemitraan yang dilakukan oleh Jumlah kesepakatan Kemitraan antara usaha
Pemerintah Kabupoaten/Kota basar (PMA/PMDN) dengan UMKM dl daerah, | Kot Bands Aceh S0 | Dokumen | Ap 14,068,110 PAD S0 Dokumen | Rp 14.06€, 110
ig oz [2.02 intan Pe Pata ] 1 Jumiah Pats 5
Kabupstan/Kota Modal Koes Bands Acah 100 % Rp 277,325,800 PAD 100 *% Rp 77,329,800
18 |02 2.02 |[0001 |Sub Keglatan Penyusunan Rencana Urnurn Jumnlah Peraturan Casrah (Perda) Rencana
Penanaman Modal Daarah Kabupaten/Kota umun Penanaman Modal Daarah Kata Banda Ateh 1 Dokumen | Rp 262,070,000 PAC 1 Dokumean Rp 262,070,000
Kabupaten/Kota ’
18 0z [2.02 |0003 |Pemutahiran data potensi investas! daerah jumlah daerah yang telah dilaksanakan
pada sistem PIR (Potens Investasi Regional)  |pemutakhiran data potensi investasi Kota Bands aceh 1 Daerah [ Rp 15,259,600 Al 1 Daerat Rp 15,259,600
18 [0=2 202 [cO0d4 |Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Jurmlah Dokumen Peta Potensl Investasl
Investas! Ksbupaten/Kota Kabupaten/Kota Kota Bands Aceh 1 Dokumen | Rp - PAD 1 Dokumen Rp -
18 |03 Progfem Promosi Penahamen Atodal La Modat :
L B : Kave Bende Aesh 100 % ("] 1NL, S5, 000 PAD no » rp 1N1, 848,000
ia 03 |2.01 s J la nEEaraan dah Lap langgsraan P ] -
Pananaman Modal yang Maniadi Kewsnangsn | Pananaman Modal Maots Bands Ackh 1 taporan | Rg 181,545,000 PAD 100 % Rp 1R1,845,000
Dearsh Kab / Kota
18 (03 201 2 lsub Keglatan Pelgksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen hasit kegiatan Promos) Kota Banda Aceh 1 Dokum R 181,845, PA
Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal - okumen | Rp 1,845,000 b 1 Dokumen | Rp 181,845,000
12 (03 |2.01 [0003 .
Penyusunan strategi Promosi Penanaman Jumlah Dokumen strategi Promosi Pepanaman xots Bands Aceh 4 Dokumen | Rp R PAD N Dokurmen Rp .
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18 |04 Program Pelayenan Penanaman Modal Parscrtage Tinglart Kepusssn Masyarsket .
: ‘ : ; : 5 Nns BundaAceh | -200 » Rp 100,665,900 | PAD U % fp 130,885,960
18 |04 |2.01 Kagiatan Pelayanan Perizinan dan Non Sumish Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Parlzinan sacara Terpadu Satu Pimtu dl Sidang  [Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang
Penanaman Modal yang menjadi k gan [Par Modal Kot Banda Aceh 2 | laporan | Rp 180,665,960 | PAD 100 % Rp 180,685,960
Daerah Kabupaten/Kota
18 |04 [2.01 [0006 [Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Pesizinan [Jumlah petaku usaha yang mendapatkan
Berusaha melalui Sistem Pexizinan Berbasis pelayanan perizinan berusaha melalu sistem y Pelaku
Risiko Terintegrasi secara Elektronik perizinan berusaha berbasis risika terintegrasi ota Banda Aceh usaha | PP 22,685,360 PAD 2500 Peiaku Usaha| Rp 22,685,960
secara elektronik
18 |04 [2.01 [0007 |Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Jurnlah pelaku usaha yang mempercleh
Pengaduan Layanan Xonsultasi Perizinan layanan konsultasi perizinan berusaha melalui pelaku
Berusaha Berbasis Risiko sistem perizinan berusaha berbasis risike Kota BandaAceh | 500 ) Lo | RP 100,000,000 | PAD 500 pelakuusaha | fp 100,000,000
terintegrasi secara elektronik
18 |04 |2.01 [0008 [Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaparan |Jumbah kegiatan usaha yang mendapat
dibidang perizinan berusaha berbasis risiko pernantauan analisis, evaluasi dan pelaporan ‘
dibidang perizinan berusaha berbasis risiko Kota Banda Aceh ag | Femiatan Rp 58 000,000 PAD a0 Kegiatan Rp 58,000,000
lintas daeerah kabupaten/kota bagi kegiatan Usaha Usaha T
usaha dari pelaku usaha
18 [05 Program Pengendalian Pelsksensan {Parsartasa Nilsl Pansnaman Model
P n Modal Kota Sands Acch | 100 % Ry 11,300,000 DAK 300 % Rp 11,300,000
18 |05 |2.01 Kegiatan Pengendallan Peisksannan Jumiah Lap Pengandalian Pelak
|Penanaman Modal yang menjadi Kewsnangan |Pensnaman Modal Kota Banda Acth | 100 % Rp 11,300,000 DAK 100 % Rp 11,300,000
Daarah Kabupsten/Kota
18 |05 [2.01 [o004 Jsub Kegiatan Penyeiesaian Permasalahan dan |Jumlah Penyelesaian permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam |hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam Kota Banda Aceh 10 Kegiatan Rp 10,126,000 DAK 10 Kegiatan R 10,120,000
merealisasikan Kegiztan Usahanya. merealisasikan kegiatan usahanya Usaha Usaha P i
18 Jos |2.01 [000s [sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Petaku | tumiah Pelaku usaha yang mengikuti
Usaha. bimbingan teknis/sosialisasi Implementasi ak
Perizinan berusaha berbasis risoko dan Kot Bandaaceh | 260 | 7° ah"‘ Ro . DAK 250 Peiaku Usaha| Ap i
pengawasan perizinan berysaha berbasis Usaha
nisiko
18 105 |2.01 o006 [Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal. |lumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang
telzh dianalisa dan verifikasi data, profil dan
informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Kegiatan .
Kegiatan
inspeksi lapangan ; serta dilakukan evalusi Kota Banda Aceh 3¢ Usaha | P 1,180,000 DaK 30 Uusaha Rp 1,180,000
penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan
berusaha
1 |06 Program Pengalolaan Data dan Skstem [Parsantass Peningkatan Sistam Informasl :
M Parmnaman Modal Penanaman Modal Kots Banda Aceh | 100 % ] 764,310,000 PAD 100 = Rp 766,310,000
18 06 [2.01 Kegiatan Pangelolaan Data dan Informasi Jumdah Sistem informasi Perizinan Berbasis
Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Kota Bands Aceh 100 % Rp 766,310,000 PAD 100 % Rp 766,310,000
pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan e
18 |06 [2.01 [0o002 [Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Jumtah data dzn informas: Perizinan dan non
Pemanfaatan Data dan informasi Perizinan dan|perizinan Berbasis sistern Pelayanan o
Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan berusaha terintegrasi secara ¥ota Banda Ac 1 Dakumen | Rp 766,310,000 PAD 1] Dokumen | Rp 766,310,000
perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dictah, dika]i dan
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2023-2026, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banda
Aceh dan Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh Tahun 2023. Mengacu pada dokumen tersebut DPMPTSP Kota Banda
Aceh telah merumuskan 6 (enam) program, 13 {tiga belas) kegiatan dan 30 {tiga puluh) Sub

Kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banda Aceh vyaitu “Mengoptimalkan Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola
pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu”, dengan
sasaran Optimalnya Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola Pemerintahan pada penanaman
modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan tujuan “Pertumbuhan Ekonomi yang
kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal” dengan sasaran jangka menengah

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

1 Program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka disusunlah program, kegiatan, dan sub
kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
Adapun kegiatan unggulan/prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2025, antara lain :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2} Program Pengembangan lklim Penanaman Modal;

3) Program Promosi Penanaman Modai;
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4)
5)
6)

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Program Pelayanan Penanaman Modal;

Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

Kegiatan.

Sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu

ditetapkan bebrapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada. Untuk

merealisasikan program-program diatas, ditetapkan kegiatan-kegiatn yang akan

dilaksanakan antara lain:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

10) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota.

11) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota.

12) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

13) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

14) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang

3.

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut atau prnerjemahan dari

aktivitis atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan diatas, ditetapkan sub kegiatan-sub

kegiatan yanag dilaksanakan antara lain:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)

20}

21j
22}

23)

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuitasi SKPD

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemutahiran data potensi investasi daerah pada sistem PR (Potensi
Investasi Regional)

Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan

Kabupaten/Kota
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24)

25)

26)

27)

28)

29)
30)

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan
Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Sub Kegiatan Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan
berusaha berbasis risiko

Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku
usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik.
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Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Tahun 2025

Tabel 4.1

{1} 2 i 3 {4} (3} {5} n 8
Urusan Péemerintahan wajlb yang tidak beriaitan dengan
pelayanan Dasar :
18 OPMPTSP : : : Rp 10,520,580,545
T Frogrem Benunjang Urusai Pemerittshee Daacah ik petnasuhan kebutuhan penunjsg ; :
i ’ : ; ! i ; ; : t x KokaBanda Aceh, Bakurmheas, :
Wabupoten/Xota | : : P i e 1 % Rp 9,204136,876 DEMPTSP
] : i i ‘ : " i ‘ . : :
12 [ 01| 201 Keglatan Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |Persentase dokumen perencanaan, peaganggaran dan
Xota Banda Acah, Bakurrshman,
Perangkst Daerah {evaluasi OPD yang tersusun . Naro 100 % Rp 7,396,800 DPMPTSP
18 101|201 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat (Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Xota Banda Aceh, Balturrahman,
ooc Daerah Kampung Barc 5 Dakumen fp 7,39, DPMPTSP
18 [ 01 1202 Kegiatan Administras] Keuangan Perangkat Daerah Persantase pemenuhan administrasi keuangan ¥ota Banda
Ach, Balturrahman,
a Baro 100 % Rp 5,705,562,145 Pegawai DPMPTSP
8 [ 01 ] 202 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN lumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Xota Banga Aceh, Baiturrahman, Orang/
oot Kampung Bzro 32 Bulan Rp 4,888,302,145 |  Pegawai DPMPTSP
8 [01]202 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas  [Jumlah cokumen hasil penyediaan agministrasi Kota Banda Aceh, Baiturrahman
0002 |ASN pelaksanaan tugas ASN Kampung Baro ' 12 Dokumen Rp 817260000 ]  Pegawai DPMPTSP
B0 205 Xeglatan Administras) Kepegawalan Perangkat Daerah Persantase pemenuhan Administrasi Kepegawalan Wota Bamde Acsh, SaltuTahmen,
Perangkat Daerah a Baro 100 % Rp 56,200,000 Pegawai DPMPTSP
18 [ 01 { 2.05 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut lumlah paket Pakaian dinas beserta atribut Xota Banda Acch, Barturahman
0002 |Kelengkapannya kelengkapan Kampur;g Baro ’ 36 Paket Rp 56,200,000 Pegawai DPMPTSP
18 | 01 | 2.06 Kegluatan Administrasi Umum Perangkat Daersh Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Kota Banda Aceh, Baturrahman,
administrasi umum Karnpung Baro 100 % Rp 153,443,535 DPMPTSP
18 [01]206 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Jumtah paket Komponen instalasi listrik/ Penerangan | . a0 scen alturrahman
0001 |(jstrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang disediakan Kamgung Baro 12 Paket fp 3,542,000 DPMPTSP
18 101|206 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Kota Banda Aceh, Basturrahman
0004 mpun's faro ' 7 Paket Rp 5,295,000 Pegawai OPMPTSP
18 [ D1 |206 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan JJumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Kota 8anda Aceh, Baiturrahman
0005 disediakan Yarmpung Baro ' 12 Paket Rp 19,606,535 OPMPTSP
1871012086 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah |aperan penyelenggaraan rapat koordinasi dan | .. po oo aeen Baiterabman,
0o0g konsul tasi SKPD ' ' 10 Laparan /p 125,000,000 DPMPTSP

Konsultasi SKPD

Kampung Baro
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18 | o1 | 2.07 Kegistan Pengadam: Barang MiHik Desrsh Urussn [P P h Barang Mk _—
! . " Kot Acah, BeRurrahanam,
Famarintsh Daersh LUrusan a 100 ”% Rp 1,192,313,000 ORMPTSE
18 01 4107 Sub Keglatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau  [Jumlah unitkendaraan dinas oprasional atau lapangan Kot Banda Aceh, Buituriahman
0002 |rapangan vang disediakan Kempung Baro : 1 Unit Rp 650,000,000 DPMPTSP
18 01 | 207 sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lalnnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya vang Kota Bands Acsh, Baitusrahman
0006 disediakan Kempung Rero ) 50 unix Rp 542,313,000 DPMPTSP
iB o1 | 207 5ub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atav Kots Bands Aceh, Baiturshman
0010 |Kanrar atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang disediakan Kampung flaro : 1 unit Rp - DPMPTSP
18 | ;1 | 2.08 Lo dlass Jasa P Urusan Pamarintsh Pa han P i Jasa P
Koes Sandn Aceh, Sakurrshman,
Ermearah Urussn Pemerintahan Deersh — 100 % ™ 1,577,741,081 DPMPTSP
ht:] 01 | 208 Sub Keglatan Penyediaan Jasa Kemunikast, Sumber Daya Air [Jumtah laporan Penyedisan Jasa Koemuntkasl, Sumber Kote Banda Acah, Baiturtahman
0002 |gan Listrik Dava Air & Listrik yang disediakan Keinpung Bara ’ 12 Laparan Rp 1,364,150,000 DPMPTSP
18 01 | 208 Sub Xegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jurmtah laporan Penyediaan Jata Pelayanan Umum Kpta Denda Acah, Baiturahman,
0004 Kantor yang disediakan Kampung Baro 12 Laparan Ap 213,591,061 DPMPTSP
18 | 61 | 209 Kagisten Pameliharsan Bareng Millk h P h b P Hih,
Urusan Pemarintah Daersh Barsng Mitlk h P ) Urasan h Kot Barsin Achh, Balarahman,
Daarsh Kampung Baro 00 b L 502,180,335 DPMPTSP
18 01 | 2.09 Sub Keglatan Panyediaan Jaia Pemeliharaan, Biaya Jumiah kendaraan dinas cprasional atau lapangan yang
aooz |Pemelinaraan, Pajak dan Perizinan Kandaraan Dinas dipalihara dan dibayarkan pajak dan pedzinannya Kota Bands Aceh, Baitucrahman, 7 Unit p 209,886,000 DPMPTSE
Oparasional atau Lapangan rempung Baro et
ie o1 | 2.09 sub Kegiatan Pameliharaan Peralatan dan Mesin Lalnnya Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Kota Bands Acah, Baiturahman,
Kampung Baro 59 Unlt Rp 157,294,335 DPMETSP
18 | 01 | 2.09 Sub Kegiatan Pamaliharaan/Rehabllitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
0010 |Prassrana Gedung Kantar stau Bangunan Lalnnya Bangunan Lalnnys yang dipetihara/direhabl litas) Kats B’":';;":* “:'“‘"‘""““- 2 Unlt Rpy 225,000,000 OPMPTSE
ampung Bara 000,
! : 3 F: 3 E 3 4
- = ¢ E - i - E-4 K 3 i
18 | oz [ 201 h berien Fasilitas/insantif £ C
P Maodasl yang Joedl h Dibidk
Sote Panda Aceh 100 * rp 214,273,110 DPMPTSP
18 Qz | 201 Sub Keglatan Penatapan Kebljakan Daerah Mengensi Jurnlah Pearaturan Dasrsh/Provinsi dalam pembarian
I i f Ki Fasil il I P I
0001 ﬁ;::l:'cﬂm Fasilites/Insentif dan Kamudahan Penanaman asilitas/insentlf dan kemudahan Penanaman Madal Kotx Banda Acah \ Dokuman Rp 204,205,000 p—
e 02 | 201 Fasilitasl Kemitrasn yang cilakukan olah Pamerintah Jurnlak kasapakatan Kemitraan sntara usaha be:
0003 {kabupaten/Kota {PMA/PMON) dengan UMKM di daerah, Kot @anda Aceh 50 Dokumen Rp 14,068,110 Investor
18 a: | LO2 ~ Peta Potans! i Xk Kota b . Pata | clan Pel
Usaha Ksbupaten/Wots Kotn Raveda Acrh 100 » n 277,329,600 DPMPTSP
13 02 | 2.02 Sub Kagiatan Pe&nyusunan fleancana Umum Penanaman Jurniah Peraturan Daerah {Ferda) Rencana umum
0001 |Modal Daerah Kabupaten/Kaota fenanaman Modal Daerah Kabupaten/Kata Kota Banda Acoh 1 Dokumen Rp 262.070.000 DPMPTSP
bt 02 | 2.02 Permutahirsn cata potensi invastasi daerah pada sistem PIR |lurnlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran
0003 |{Potens! Invastasi Regional) data potens! Investasi Kota Banda Aceh 1 Daerah RAp 15,259,600 DPMPTSP
18 oz | 2.02 Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensl investasi Jumiah Dokumen Pata Potens] Investast
D004 |y abupaten/1ota Kabupaten/Kata Kita Bands Aceh 1 Dokumen Ap - DPMPTSP
18 | o3 E— a 3 ] 3 B X -;’, g T 7 .
] o , 3 ;] E % - 3 p 1
1B 03 | 201 i ]
fanctl b / WKota Modal Mt s Baruia Aceh 1 Laporan Rp 181,845,000 DPMPTSP
18 | 03 | 2.01 !
0002 Sub K + Pel K Y Promas| Pananaman Jurnlah Dakumen hasil kegiatan Promaosl Penanaman Xota Banda Aceh N ok
Modal Daerah Kabupaten/Kota Modal Kabupaten/Kota urmen R 181,845,000 Pelaku Usaha
18 °3 2.0 " i
Penyusunan strategi Pramaosi Penanaran Modal Jurnlah Dokuman strategl Promosi Penanaman Modal
Kota Banda Aceh 1 Dokumen Rp - DPMPTSP

Kewenangan Kabupate n/Kota

Kabupaten/Kota
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18 | D4 . : P E B
pb3: ] 3 4 _J, .
534, i y " i ey A . - P 5 % b =
18 | 04 | 2.01 Kegl Pelay Perizinan dan Non Perlzinan secars 'Maningiatnys Indeks Kapuasan Masyarakat
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang
Nota Banda Acsh F Laporan 960 DPMPTSP
1jadi kawe nangan Deersh Kabupaten/Xota ko 180,685,
18 | 04 | 201 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Penizinan Berusaha Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan
metalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara |perizinan berusaha melalui sistam perizinan berusaha
0006 (gl ktromk berbasis risiko terintegrasi secara elektronik Kot Banda Acen 2500 Pelaku Usaha | Rp 22,685,960 Pelaku Usaha
18 | 04 | 2.01 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Jumilah pelaku usaha yang memperoleh layanan
o7 Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko konsultasi perizinan berusaha melatui sistem perizinan
berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik Ko Banda Aceh 500 pelakuusaha | Rp 100,000,000 Pelaku Usaha
18 | 04 | 201 Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan
perizinan berusaha berbasis risiko analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan
o008 berusaha berbasis risiko lintas daeerah Kota Banda Aceh 80 Kegiatan Usaha | Rp 58,000,000
kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dani pelaku usaha
18 | 06
18 [ 05|20 Kagintan Pengandalian Petaksanaan Py
yang manjadi Xewsnangan Daarsh Kabupuaen/Kota Modal
Kots Sanda Acsh 100 % Rp 11,300,000 OPMPTSP
18 [ 05 | 2.01 Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan lumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan
oona |¥ang dihadapi Pelaky iJsaha dalam merealisasikan Kegiatan yang dihadapi pelaku usaha dalam mereaiisasikan Kots Banda Acsh 10 Kegiatan Usaha | Rp 10,120,000 Pelaku Usaha
Usahanya. kegiatan usahanya
18 [ 05 | 2.01 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha. lurmlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan
teknis/saslalisasi Implementasi Perizinan berusaha
005 berbasis risoko dan pengawasan perizinan berusaha Kotm Banda Aceh 250 Pelaku Usaha | Rp Pelaku Usaha
berbasis risiko
18 [ 051 2.01 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal. Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah
dianalisa dan verifikasi data, profil dan informasi
kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan )
; serta ditakukan evalusi penilaian kepatuhan Kota Bands Aceh 3¢ Kegiatan Usaha | Rp 1,180,000 Pelaku Usaha
pe'aksanaan perizinan berusaha
18 [ 06
18 [ 06 | 201 gl Pangal Data dan tnf | Purizinan dan Non |Py ki disan data dan inf |
Patizinan yang gras! pada Tinglust Dasrsh Psnanaman Modal Kota Benda Acsh 100 % Rp
Kabupaten/Xota
18 [ 06 | 201 Sub Kegiatan Pengolahan, Penya)ian dan Pemanfaatan Data |Jumlah data dan informasi Perizinan Besbasis sistem
dan Informasi Perizinan dan Non Penizinan 8erbasis Sistem  {Pelayanan Penizinan berusaha terintegrasi secara
0002 |pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan. Kota Banda Aceh 1 Dokumen Rp 766,310,000 OPMPTSP

Elektronik
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BAB. V
PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai landasan operasional program dan
kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda aceh.
Rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan Pembangunan urusan Pemerintahan
bidang Penanaman Modal untuk mendukung arab Pembangunan Daerah, selain itu juga
dalam rangka menunjang keberhasilan stategis daerah Kota Banda Aceh. Dalam rangka
menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas
kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka seluruh Bidang dan
Sekretariat pada DPMPTSP Kota Banda Aceh, berkewajiban untuk melaksanakan program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh
Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBK Tahun 2025, Rancangan Akhir Renja
DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Tahun 2025. Guna menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi,
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang di lingkungan DPMPTSP
Kota Banda Aceh wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja
Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang
diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 {tiga) bulan kepada Kepala
Dinas, Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya,
perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

Banda Aceh, 03 Agustus 2024
d'Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu
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